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vABSTRAK
ASNUR JAYA, B11106743 dengan judul “Tinjauan Yuridis Peraturan
Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten
Luwu Utara dibawa bimbingan Marwati Riza sebagai pembimbing I dan Romi
Librayanto, sebagai pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sejauhmanakah substansi
Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke
Kecamatan Malangke Timur  yang sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor
09 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Kabupaten Luwu Utara, serta mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa
Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke dapat
dilaksanakan di Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara.
Penelitian dilaksanakan di Desa Malangke Kecamatan Malangke Timur
Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan metode data primer dan data
sekunder.
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) Substansi Peraturan Desa
Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBDes Malangke Kecamatan
Malangke Timur Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Luwu
Utara masih diperlukan adanya ketegasan dan kejelasan yaitu antara lain,
Materi Muatan Peraturan Desa nya, Mekanisme pembahasan, Mekanisme
pengawasan preventif dan represif, Mekanisme partsipasi masyarakat bukan
sekedar norma hukum.
(2) Pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013
Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur kabupaten Luwu
Utara sesuai dengan mekanisme penyerahan urusan pemerintahan
Kabupaten kepada Desa. Dimana desa menyampaikan program-program
yang perlu dilaksanakan di desanya kepada pemerintah Kabupaten yang telah
ditampung sebelumnya oleh pemerintah desa melalui MusrembangDes
(Musyawarah pembangunan Desa) yang dibahas bersama dengan
masyarakat desa yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh
agama, bidan desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian usulan-
usulan masyarakat diserahkan ke Kecamatan dan diadakan lagi Musrembang
ditingkat Kecamatan. Dan juga ditampung dan dikelompokkan lagi
berdasarkan skala proritas. Selanjutnya pemerintah kabupaten melakukan
pengkajian terhadap usulan-usulan pemerintah desa untuk diintegrasikan
dengan program pemerintah kabupaten dan akhirnya pelaksanaanya
ditentukan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini lembaga eksekutif
bersama dengan Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) lembaga legislatif
sebagai pemegang kuasa persetujuan pemakaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes)  untuk disetujui.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah
daera provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota yang masing-masing
mempunyai pemerintahan daerah dengan segala perangkatnya tersendiri
berdasarkan undang-undang dan juga merupakan kesatuan unit
pemerintahan yang langsung berhubungan dengan fungsi pengayoman
dan pelayanan pemerintahan negara terhadap masyarakat. Untuk itu
setiap satuan pemerintah dilengkapi dengan perangkat administrasi
ditingkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat sebagai pejabat
ada didaerah pedesaan dan lurah ada di daerah perkotaan.kemudian
ditingkat kelurahan dan desa terdapat pula perangkat organisasi
kekeluargaan yang disebut Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga.
Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah
meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah entitas pemerintahan yang
memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat pada
posisi strategis pemerintah desa sebagai sebuah unit pemerintahan yang
diakui memiliki otonomi asli yakni merupakan hak untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir
dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal usul dan adat istiadat yang
berlaku. Dalam hal ini, pemerintah desa harus menyadari hak-hak dan
2kewajiban yang dimilikinya terutama hal yang berkaitan dengan Anggaran
dan Pendapatan Belanja Desa agar mampu mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang
berlaku dalam sistem pemerintahan nasional dibawah pemerintah daerah.
Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) yang diberi kewenangan untuk mengatur
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
dan diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatua
Republik Indonesia.
Kewenangan pemerintahan desa yang menunjang pelaksanaan
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa apabila kepala desa
dan perangkatnya menjalankan kewenangannya sesuai dengan
kedudukan, tugas dan hak-hak yang dimilikinya secara terarah,
mempunyai prinsip-prinsip yang kuat dalam mengembangkan uraian
tugasnya secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk mewujudkan
bentuk-bentuk hubungan kewenangan yang jelas sesuai dengan fungsi
kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah.
Hubungan kewenangan antara pemerintahan daerah dengan Desa
merupakan suatu hubungan yang hirarki di mana pemerintah desa berada
di bawah pemerintahan kecamatan, kabupaten dan Provinsi. Seyogyanya
pemerintah desa mempunyai kewenangan pelimpahan tugas dari
pemerintah yang ada diatasnya. Namun dalam kenyataan terjadi adanya
hubungan yang kewenangan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan
3peraturan pemerintah yang menjadi dasar acuan dalam melaksanakan
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pemerintah Desa yang menunjang pelaksanaan pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja desa masih sering mengalami tumpang
tindih kewenangan antara kewenangan Pemerintah Kecamatan,
Kelurahan dan Desa, sehingga perlu ada tinjauan aturan hukum
pemerintahan yang jelas di dalam memberikan batasan tentang peraturan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Oleh karena itu kesenjangan pelaksanaan pemerintahan daerah,
khususnya pemerintahan desa Malangke, Kecamatan Malangke Timur
Kabupaten Luwu Utara dalam menjalankan urusan pemerintah desa untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang saat ini
mengalami berbagai ketimpangan dalam kewenangan yang dijalankan,
yang menjadi kewenangannya belum berjalan sebagaimana yang
diharapkan, sehingga pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
desa belum terlaksana dengan baik. Maka perlu adanya penguatan
pemerintahan desa dengan penyerahan urusan pemerintahan kabupaten
kepada pemerintahan desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat
terhadap pembangunan secara bertanggungjawab.
Berdasarkan dengan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis
akan mengangkat issue yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis
Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran
4Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Malangke Kecamatan
Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah
yang diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah:
a. Sejauhmanakah substansi Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun
2013 tentang APBDes Malangke Kecamatan Timur sejalan dengan
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang APBDes Kabupaten
Luwu Utara ?
b. Sejauhmanakah pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01
Tahun 2013 tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur
Kabupaten Luwu Utara?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka
tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :
a. Untuk mengetahui sejauhmanakah substansi Peraturan Desa
Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke
Kecamatan Timur sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 09
Tahun 2007 tentang APBDes Kabupaten Luwu Utara.
5b. Untuk mengetahui sejauhmanakah pelaksanaan Peraturan Desa
Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang APBDes Malangke
Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara
2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian yang ingin diperoleh yaitu :
1. Secara teoritis menjadi input yang berharga dalam menambah
kajian hukum dalam konsentrasi hukum tata negara yang berkaitan
dengan analisis yuridis Peraturan Desa.
2. Secara praktis menjadi input yang berharga bagi pemerintah
kabupaten Luwu Utara Khususnya Desa Malangke Kecamatan
Malangke Timur, dlm hal pengembangan kawasan budaya terpadu
di dalam mengaplikasikan bentuk-bentuk hukum mengenai
peraturan desa. Dan juga dapat dijadikan suatu bentuk penelitian
ilmiah yang dapat digunakan oleh peneliti lanjutan sekaligus
menjadi kontribusi bagi penulis dalam memberikan kajian penelitian
sesuai dengan bidang konsentrasi peneliti tekuni.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep pemerintahan Daerah
Sejak diberlakukannya UU No: 32 Tahun 2004 tentang otonomi
daerah, sebagian besar urusan publik yang semula menjadi urusan
pemerintahan pusat, sekarang menjadi urusan daerah. Otomatis dengan
adanya Undang-undang itu diharapkan pemerintah daerah mampu
memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah.
1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai
berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.
Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah
dikemukakan diatas,maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini
7adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah
daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah
dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari:
a. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi,
diwadahi dalam Sekretariat
b. Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat;
c. Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan
d. Unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi
dalam Lembaga Teknis Daerah; serta
e. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas
Daerah.
2. Otonomi Daerah
Pengertian “otonomi” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau
“dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu
“wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian
secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu
wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan
wilayah/daerah masyarakat itu sendiri.”
8Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada
suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan
wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan
pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya,
dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah
lingkungannya.
Otonomi daerah sesungguhnya bukanlah hal yang baru di Indonesia.
Sampai saat ini Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan
perundang – undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan
bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan secara dinamis.
Semenjak awal kemerdekaan samapi sekarang telah terdapat beberapa
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan
Otonomi Daerah. UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah
tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak otonomi dan medebewind
yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU 1/1957 menganut
sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut
prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. UU 22/1999
menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggungjawab. Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut
prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pun banyak dikatakan sebagai
otonomi daerah setengah hati, masih banyak kekurangan yang mewarnai
pelaksanaan otonomi daerah seperti kurangnya koordinasi pusat dan
9daerah serta masalah – masalah lain yang kemudian berdampak terhadap
masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah
otonom.
Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada
pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang
sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Keinginan untuk
mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah
memang bukanlah hal yang mudah, masih banyak hal yang perlu
diperhatikan untuk dapat menciptakan otonomi daerah yang maksimal
demi menciptakan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah yang
lebih baik. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk
mengidentifikasi permasalahan yang ada mengenai otonomi daerah
sehingga nantinya menjadi bahan pemikiran bersama guna mewujudkan
suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan asas – asas umum
pemerintahan yang baik.
3. Asas-asas Pemerintahan Daerah
Adapun Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah,
pada dasarnya ada 4 yaitu :
a. Sentralisasi
Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan
dipusatkan di pemerintah pusat. Menurut J. In het Veld, kelebihan
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sentralisasi adalah menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga
atau masyarakat dapat mencegah nafsu memisahkan diri dari
negara dan dapat meningkatkan rasa persatuan meningkatkan rasa
persamaan dalam perundang-undangan, pemerintahan dan
pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan
bersifat serupa terdapat hasrat lebih mengutamakan umum
daripada kepentingan daerah, golongan atau perorangan, masalah
keperluan umum menjadi beban merata dari seluruh pihak tenaga
yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu kekuatan yang besar
meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan
pemerintahan meskipun hal tersebut belum merupakan suatu
kepastian tenaga yang lemah dapat dihimpun menjadi suatu
kekuatan yang besar.
b. Desentralisasi
Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Ada beberapa alasan perlunya pemerintah pusat
mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, yaitu:
1. segi politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan
warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah
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sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional
melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah.
2. segi manajemen pemerintahan, desentralisasi dapat meningkatkan
efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam
penyediaan pelayanan publik.
3. segi kultural, desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan,
keistimewaan suatu daerah, seperti geografis, kondisi penduduk,
perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya.
4. segi kepentingan pemerintah pusat, desentralisasi dapat mengatasi
kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-
programnya.
5. segi percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan
persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat sehingga mendorong pemerintah daerah untuk
melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.
Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
didasarkan pada :dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan
untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang
apda akhirnya dapat menimbulkan tirani. Penyelenggaraan
desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian, untuk menarik
rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam
menggunakan hak-hak demokrasi dari sudut teknis organisatoris
12
pemerintahan, desentralisasi adalah untuk mencapai suatu
pemerintahan yang efesien.
c. Dekosentrasi
Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Oleh karena itu, di
daerah terdapat suatu wilayah yang merupakan wilayah kerja
pejabat yang menerima sebagian wewenang dari pejabat pusat.
Wilayah kerja pejabat untuk pejabat pusat yang berada di daerah
disebut wilayah administrasi.
Wilayah administrasi adalah wilayah kerja pejabat pusat yang
menyelenggarakan kebijakan administrasi di daerah sebagai wakil
dari pemerintah pusat. Wilayah administrasi terbentuk akibat
diterapkannya asas dekonsentrasi. Pejabat pusat akan membuat
kantor-kantor beserta kelengkapannya di wilayah administrasi yang
merupakan cabang dari kantor pusat. Kantor-kantor cabang yang
berada diwilayah administrasi inilah yang disebut dengan instansi
vertikal. Disebut vertikal karena berada di bawah kontrol langsung
kantor pusat.
d. Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuanyaitu penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada
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kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas
pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebewind. Tugas
pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan
kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang tingkatannya
lebih atas untuk dimintai bantuan kepada pemerintah
daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam
menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan
yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang dimintai bantuan
tersebut.
Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah : untuk lebih
meningkatkan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan
pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat
bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan
penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan
pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan
karakteristiknya.
Ada beberapa latar belakang perlunya diberikan tugas pembantuan
kepada daerah dan desa, yaitu :
1. adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang
dilakukannya pemberian tugas pembantuan dari pemerintah
kepada daerah dan desa dan dari pemerintah daerah kepada
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desa (Pasal 18A UUD 1945 sampai pada UU pelaksananya : UU
Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004).
2. adanya political will atau kemauan politik untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarkat
dengan prinsip lebih murah, lebih cepat, lebih mudah dan lebih
akurat.
3. adanya keinginan politik untuk menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat
secara lebih ekonomis, lebih efesien dan efektif, lebih transparan
dan akuntabel.
4. kemajuan negara secara keseluruhan akan sangat ditentukan
oleh kemajuan daerah dan desa yang ada di dalam wilayahnya.
5. citra masyarakat akan lebih mudah diukur oleh masyarakat
melalui maju atau mundurnya suatu desa atau daerah.
6. Citra inilah yang akan memperkuat atau memperlemah
dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang sedang
berkuasa Dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas
pembantuan antara lain :
7. keterbatasan kemampuan pemerintah dan atau pemerintah
daerah.
8. sifat sesuatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa
mengikutsertakan pemerintah daerah.
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9. perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga sesuatu
urusan pemerintahan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna
apabila ditugaskan kepada pemerintah daerah.
B. Konsep Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada dasarnya telah tertuang
dalam prospektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dimana telah tercantum pada Pasal 10 yaitu:
a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.
b. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan.
Kedua ayat tersebut sangat sinkron dengan ketentuan Pasal 11
yaitu:
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara
pemerintah dan pemerintahan daerah, kabupaten dan kota atau
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pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinerjik
sebagai suatu sistem pemerintahan.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud
ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Ketentuan yang terdapat pada Pasal 10 dan 11 dari Undang-Undang
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sangat sinkron dengan
bentuk aplikasinya dengan bentuk kewenangan tugas yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Bab III tentang
Kewenangan Desa Pasal 7 mencakup:
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.
Pasal 8 Bab III tentang Kewenangan Desa menyatakan bahwa
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang
diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 di atas adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat
meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
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Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005
tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah nama lain dari desa yaitu
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan
Nasional. Pemerintahan Desa dikepalai oleh Kepala Desa yang
mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
2. Membina kehidupan masyarakat Desa.
3. Mengembangkan perekonomian Desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
5. Mendamaikan perselisihan yang timbul dalam masyarakat Desa
bersama tokoh-tokoh adat, BPD dan Tokoh Masyarakat.
6. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum.
7. Melaksanakan dan menjalankan semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengajukan rancangan peraturan Desa ke BPD.
9. Menetapkan peraturan Desa bersama BPD.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa tugas dan wewenang
dari Kepala Desa pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) adalah sebagai
berikut:
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1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Desa mempunyai wewenang:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD.
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa (Desa)
mengenai APB Desa(Desa) untuk dibahas dan ditetapkan
bersama BPD.
e. Membina kehidupan masyarakat desa (Desa).
f. Membina perekonomian desa (Desa).
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (Desa) secara
partisipatif.
h. Mewakili desanya (Desanya) di dalam dan diluar pengadilan
dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Secara operasional hubungan kewenangan antara pemerintahan
daerah dengan pemerintahan desa adalah penyerahan kewenangan,
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ada beberapa hubungan yang saling berkaitan dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah yang mendukung peningkatan
pendapatan asli daerah (PAD). Sutarmo Hadiprodjo (2000:43)
menyatakan bahwa hubungan kewenangan pemerintahan desa, selain
berkaitan dengan hubungan koordinasi, pengangkatan dan
penghentian atas aktivitas pemerintahan daerah, juga melakukan
hubungan kerjasama dalam rangka meningkatkan pendapatan asli
daerah yang dapat dikembangkan dalam berbagai hubungan
pengembangan pajak dan retribusi daerah serta hubungan yang
berkaitan dengan perizinan yang diterapkan dalam suatu wilayah desa.
C. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Dasar hukum tentang pelaksanaan otonomi daerah hakekatnya
merupakan dasar hukum yang secara perundang-undangan telah
tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18, yang
kontribusinya terlihat atau tertuang dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya adalah suatu
pencapaian hasil dari aktivitas kewenangan yang dilimpahkan atau
didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk
diimplementasikan mengenai kewenangan daerah termasuk instansi
pemerintah daerahtersebut secara luas, nyata dan bertanggungjawab.
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Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah merupakan suatu implementasi yang integral antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan
kewenangan nyata berbagai permasalahan yang dihadapi oleh
pemerintah daerah atas kesenjangan masing-masing potensi yang
dimiliki untuk berkiprah dalam memainkan peranannya memajukan
potensi institusi dalam mencari sumber-sumber penerimaan untuk
meningkatkan pendapatan daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan
bertanggungjawab merupakan suatu bentuk pendelegasian yang
konstruktif, agregat dan integral di dalam menumbuhkan adanya
semangat, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam
menjabarkan pelaksanaan otonomi daerah menjadi wadah pemerintah
untuk melakukan dekonsentrasi dan desentralisasi pemerintahan yang
terencana dan terarah dalam mencapai tujuan pemerintahan
(Suhendra, 2004).
2. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2013
Memahami mengenai hukum tata negara dan pemerintahan,
menjadi suatu pengkajian ilmu hukum pemerintahan yang dirangkaikan
sebagai hukum tata negara dan pemerintahan. Sutanto Mardjono
(2003:12) menyatakan bahwa dasar hukum merupakan dasar
landasan dalam menafsirkan, mengimplementasikan dan kebijakan
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yang mendasari suatu Undang-Undang, peraturan-peraturan,
keputusan-keputusan yang menjadi aturan-aturan yang kuat, mengikat
dan memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati dan dilaksanakan
dengan kesungguhan dan semangat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dasar hukum mengenai hukum tata negara dan pemerintahan,
berorientasi pada penafsiran mengenai suatu kewenangan pemerintah
dalam membuat, menganalisis, melangsir dan mendokumentasikan
sebagai bentuk peraturan yang tertulis secara formil dan memiliki
substansi yang aspiratif dan sarat dengan keberpihakan kepada
kepentingan pemerintah, masyarakat dan rakyat secara menyeluruh.
Dasar hukum yang dimaksud pada hukum tata negara dan
pemerintahan yang berkaitan dengan Peraturan Desa Nomor 01
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa . Dasar hukum ini merupakan dasar hukum yang substansial
dalam menjelaskan mengenai berbagai implementasi suatu
kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah
secara nyata, luas dan bertanggungjawab, yang juga didukung oleh
Lembaran Daerah dan Uraian Tugas Pemerintah Desa.
Substansi pemahaman tersebut berkaitan dengan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
otonomi daerah, daerah otonom, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas
pembantuan, peraturan daerah, peraturan kepala daerah,
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perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
serta perangkat daerah termasuk di dalamnya pemerintahan desa,
yang merupakan satu kesatuan yang harus dijelaskan secara implisit
sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa.
Lebih jelasnya dapat dipahami pemahaman mengenai pengertian
yang saling integral dalam implementasi hukum tata negara dan
pemerintahan sebagai suatu kesatuan pengertian yang saling
beruntutan secara hirarki menurut ketentuan Undang-Undang Nomor
32 dalam Ketentuan Umum ditambah dengan Peraturan Pemerintah
No. 72 Tahun 2005 mengenai Pemerintahan Desa:
a. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah
pemerintahan negara Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahu 1945.
b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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c. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
d. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
e. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten dan daerah kota.
f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
g. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Kelurahan
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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h. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
i. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Secara eksplisit menurut Sutanto Mardjono (2003:15) dipahami
bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2005 tentang Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan
Pembentukan dan Perubahan Status Desa tertuang pada Pasal 2
sebagai berikut:
a. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan
asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarkat setempat.
b. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
memenuhi syarat: (1) jumlah penduduk, (2) luas wilayah, (3) bagian
wilayah kerja, (4) perangkat dan (5) sarana dan prasarana
pemerintahan.
c. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang
bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa
atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
d. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah
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mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan
pemerintahan desa.
e. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus
atau digabung.
Uraian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari
Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa meliputi Sekretaris
Desa dan Perangkat Desa lainnya.
Berdasarkan uraian dasar hukum mengenai kedudukan tugas
dan fungsi desa sebagai perangkat daerah menurut wilayah kerjanya
dipimpin oleh camat yang menerima pelimpahan kewenangan dari
pemerintahan kabupaten yang pembentukannya ditetapkan oleh
undang-undang yang berpedoman pada organisasi desa, maka dapat
dilihat  hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan perangkat
daerah lainnya.
Sedangkan kewenangan pemerintahan Desa dalam tinjauan
dasar hukumnya, secara tersirat dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada dasarnya
merupakan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa. Sugeng Margono (1999:15) menyatakan bahwa
kewenangan desa adalah urusan pemerintahan yang mencakup:
26
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa.
Dasar hukum di atas merupakan dasar hukum yang menjadi
acuan dalam melihat hubungan kewenangan antara pemerintah desa
dengan pemerintahan Desa yang mendukung bentuk-bentuk aplikasi
hukum tata negara dan pemerintahan.
D. Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikeluarkan
berdasarkan pertimbangan untuk pelaksanaan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2007 tentang
APBDes, maka dipandang perlu menetapkan peraturan tersebut
dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa
Malangke dan Kepala Desa Malangke.
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Pada Bab I menguraikan APBDes dengan jumlah anggaran untuk
tahun 2013 sebesar Rp. 202.283.765 (Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) yang
terdiri dari pendapatan sebesar Rp. 202.283.765 dan besar belanja
desa Rp. 212.283.765, yang berarti ada pembiayaan sebesar Rp.
10.000.000. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, bagi
hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan pusat dan daerah
yang merupakan anggaran dasar desa, bantuan keuangan dari
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
Belanja desa yang berasal dari pengelolaan dana perimbangan
yang merupakan alokasi dana desa dengan pengaturan 30%
digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, dan
70% digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
Dengan berlakunya peraturan desa ini, maka semua ketentuan
yang mengatur tentang APBDes yang bertentangan dengan peraturan
desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal-hal lain yang belum diatur
dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur lebih lanjut melalui keputusan/peraturan kepala desa.
E. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal sesuai
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33
Tahun 2004 merupakan awal era baru penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang lebih otonom. Dalam rangka melaksanakan fungsinya
secara efektif, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-
sumber pendapatan yang pasti agar pelaksanaan dan kelangsungan
kegiatan pemerintah di daerah terjamin.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Daerah memiliki: (1)
kewenangan mendayagunakan potensi keuangan daerah; (2) dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah serta antar daerah, dan; (3)
akses terhadap pinjaman di dalam negeri maupun di luar negeri.
Dengan demikian, wilayah kajian kemampuan keuangan desa
dapat mencakup aspek hak, yaitu pendapatan; dan aspek kewajiban,
yaitu belanja. Sumber pendapatan desa terdiri pendapatan asli desa,
bagi hasil pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan pusat dan
daerah, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten serta
hibah dari sumbangan pihak ketiga. Adapun belanja desa dirinci
berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja (Mardiasmo,
2002:45).
Untuk membiayai kewenangan desa, pendapatan asli desa
idealnya menjadi sumber pendapatan pokok desa. Sumber
pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol
29
kewenangan desa. Melalui kewenangan yang dimiliki, desa diharap
dapat meningkatkan pendapatan asli desa, seraya tetap
memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.
Dalam kajian ini digunakan sejumlah parameter, yaitu:
a. Perhitungan dan analisis kinerja pendapatan asli desa melalui
ukuran elastisitas, share, dan growth. Elastisitas adalah rasio
pertumbuhan pendapatan asli desa dengan pertumbuhan PDRB.
Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas pendapatan
asli desa terhadap perkembangan ekonomi suatu desa. Sedangkan
share merupakan rasio pendapatan asli desa terhadap belanja rutin
dan belanja pembangunan desa. Rasio ini mengukur seberapa jauh
kemampuan desa membiayai kegiatan rutin dan kegiatan
pembangunan. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat kapasitas
kemampuan keuangan desa. Dan growth merupakan angka
pertumbuhan pendapatan asli desa tahun i dari tahun i-1.
b. Pemetaan dan analisis kemampuan keuangan desa dengan
metode kuadran dan metode indeks. Yang dimaksud metode
kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan
keuangan desa. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran
nilai growth dan share. Dengan nilai growth dan share dapat
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diketahui posisinya (pada kuadran berapa). Kondisi di masing-
masing kuadran dijelaskan pada Tabel 1.
Tabel 1
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Desa
Berdasarkan Metode Kuadran
Kuadran Kondisi
I
Kondisi paling ideal. Pendapatan asli desa mengambil
peran besar dalam APBD dan desa punya kemampuan
mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukan
dengan besarnya nilai share disertai nilai growth yang
tinggi.
II
Kondisi ini belum ideal, tapi desa punya kemampuan
mengembangkan potensi lokal sehingga pendapatan asli
desa berpeluang memiliki peran besar dalam APBD.
Sumbangan pendapatan asli desa terhadap APBD masih
rendah namun pertumbuhan (growth) pendapatan asli
desa tinggi.
III
Kondisi ini juga belum ideal. Peran pendapatan asli desa
yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena
pertumbuhan pendapatan asli desanya kecil. Di sini
sumbangan pendapatan asli desa terhadap APBD tinggi,
namun pertumbuhan pendapatan asli desa rendah.
IV
Kondisi ini paling buruk. pendapatan asli desa belum
mengambil peran yang besar dalam APBD dan desa
belum punya kemampuan mengembangkan potensi
lokal. Sumbangan pendapatan asli desa terhadap APBD
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rendah dan pertumbuhan pendapatan asli desa rendah.
Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan
rata-rata hitung dari Indeks Pertumbuhan (Growth), Indeks Elastisitas, dan
Indeks Share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut,
ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen.
Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan
menggunakan persamaan umum:
Nilai X hasil pengukuran – Nilai X kondisi minimum
Indeks X = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–
Nilai X kondisi maksimum – Nilai X kondisi minimum
Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis
sebagai berikut:
XG + XE + XS
IKK = –––––––––––––
3
Keterangan:
XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)
XE = Indeks Elastisitas (Belanja Pembangunan terhadap PAD)
XS = Indeks Share (PAD terhadap APBD)
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Nilai IKK 30 diurut dimulai dari yang terbesar. Sepertiga besar
pertama dikelompokkan dan dikategorikan sebagai desa yang
mempunyai kemampuan keuangan tinggi. Sepertiga besar kedua
dikelompokkan dan dikategorikan sebagai desa yang mempunyai
kemampuan keuangan sedang. Dan sepertiga besar terakhir
dikelompokkan dan dikategorikan sebagai desa yang mempunyai
kemampuan keuangan rendah. Hasil pengolahan data dan analisis
dibahas dalam forum FGD (Focus Group Discussion) dengan
mengundang pembahas dari kelompok profesional dan akademisi
yang relevan.
c. Kebijakan umum pengelolaan keuangan desa. Terkait dengan
peningkatan pendapatan asli desa. Pada suatu desa diidentifikasi
beberapa masalah strategis sebagai bahan pelajaran bagi desa
lainnya agar dapat dilaksanakan di desa lain sesuai dengan
karakteristik masing-masing desa. Data dan informasi primer
diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat/pelaku
terkait serta kegiatan seminar dan FGD. Analisis dilakukan secara
deskriptif. Kajian umum pengelolaan keuangan desa difokuskan
pada aspek perangkat organisasi, akuntansi, dan SDM, sesuai
perkembangan kebutuhan dan persepsi desa yang bersangkutan.
Data dan informasi primer diperoleh melalui wawancara mendalam
dengan pejabat/pelaku terkait serta kegiatan FGD. Analisis
dilakukan secara deskriptif (Mardiasmo, 2002:121).
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Mengenai belanja desa, Riyanto (2006:81) menyatakan belanja
merupakan bentuk pengeluaran yang diartikan sebagai sebuah aktivitas di
dalam mengelola anggaran yang sesuai dengan tingkat belanja yang
digunakan. Jenis belanja yang menjadi pengeluaran desa berupa belanja
operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer dan pembiayaan.
Aktivitas pemerintah desa selalu membutuhkan adanya aktivitas
pengeluaran berupa belanja operasional. Kaharuddin (2007:85) belanja
operasional adalah pengeluaran rutin yang dibutuhkan oleh instansi
pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya guna memperlancar
ketersediaan pendukung aktivitas pelayanan secara operasional. Ini
berarti dalam melakukan aktivitas pemerintah membutuhkan berbagai
aktivitas belanja dalam memenuhi kebutuhan operasional rutin setiap hari.
Pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan
membutuhkan adanya belanja modal. Belanja modal ini penting untuk
penyiapan cadangan anggaran, kebutuhan memodali sebuah aktivitas dan
ketersediaan untuk kebutuhan pengembangan organisasi. Ridwan
(2007:151) menyatakan pemerintah dalam mengelola pengeluaran
anggaran membutuhkan adanya belanja modal yang berperan penting
untuk memperbaiki akses kegiatan kerja dalam menunjang eksistensi
pengelolaan belanja bidang pemerintahan.
Biasanya aktivitas bidang pemerintahan desa selalu diperhadapkan
oleh adanya pengeluaran berupa belanja tidak terduga. Belanja tidak
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terduga ini merupakan suatu kondisi di luar dari program pengeluaran
yang telah ditetapkan. Karenanya belanja tidak terduga merupakan suatu
alokasi yang mempengaruhi kemampuan kegiatan pemerintah dalam
melakukan pengelolaan anggaran. Said (2009:96) belanja tidak terduga
biasanya dimasukkan ke dalam pos biaya lain-lain atau beban dari biaya
yang akan dialokasikan pada pembiayaan tambahan dalam suatu usulan
anggaran tahun berikutnya.
Demikian pula dalam aktivitas pemerintah yang selalu melakukan
konektivitas dengan kegiatan yang ada dalam satu unit atau dengan
lembaga pemerintah dan swasta, biasanya terjadi alih atau transfer
transaksi dalam berbagai pengeluaran yang disebut dengan belanja
transfer. Djohan (2007:46) pengelolaan keuangan pemerintah desa dalam
penggunaan dan pemanfaatan anggaran selalu mengalami pemindahan
dana-dana dari instansi pemerintah dan swasta sebagai bentuk
konektivitas dalam penggunaan anggaran antara dua instansi dalam
menunjang aktivitas kerjanya.
Demikian halnya dalam suatu instansi pemerintah selalu
diperhadapkan dengan adanya aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh
instansi mengingat aktivitas yang dilakukan merupakan aktivitas
pembiayaan yang membutuhkan penggunaan anggaran yang dikeluarkan.
Syahrir (2008:39) menyatakan semakin banyak pembiayaan yang
dikeluarkan pemerintah membutuhkan banyak pengeluaran untuk
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membiayai pos-pos aktivitas dalam mendukung pencapaian suatu tujuan
instansi dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.
Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam
mengelola institusinya membutuhkan adanya alokasi pengeluaran berupa
belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer dan
pembiayaan. Belanja ini merupakan bentuk pengeluaran yang harus
dipenuhi dalam rangka eksistensi dalam melakukan kegiatannya.
Belanja desa merupakan salah satu variabel yang berperan penting
dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi desa bagi suatu instansi.
Muslimin (2006:58) menyatakan kemampuan mengelola keuangan desa
tergambar dari kemampuan suatu instansi dalam menggunakan dana-
dana anggaran sesuai dengan alokasi belanja yang telah ditetapkan.
Alokasi belanja terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja
tidak terduga dan transfer.
Sutrisno (2007:166) menyatakan kemampuan suatu desa mengelola
keuangan desa juga dapat dicerminkan dari kemampuan desa
memanfaatkan dan mengalokasikan belanja desa yang dimilikinya.
Belanja merupakan unsur penggunaan dan pemanfaatan dana-dana
pendapatan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan operasional,
kegiatan pengadaan modal, pengeluaran tidak langsung dan adanya
transfer dari kebutuhan desa dalam penggunaan anggaran.
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Dalam kenyataan belanja pemerintah desa sering tidak seimbang
antara alokasi yang telah dianggarankan dengan biaya anggaran belanja
yang digunakan. Said (2009:55) menyatakan keberhasilan suatu
pengelolaan keuangan desa mencapai optimalisasi yang baik apabila
pendapatan lebih besar dari belanja yang dikeluarkan.
Anggaran belanja yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan
pendapatan anggaran yang tersedia sesuai dengan pos-pos yang telah
ditetapkan, berarti setiap instansi pemerintah harus mampu
mengalokasikan belanja kebutuhannya menurut kegiatan operasional,
besarnya modal yang digunakan, estimasi biaya yang tidak terduga dan
kegiatan transfer dana untuk kebutuhan kelancaran.
Said (2007:57) menyatakan suatu kemampuan bagi instansi
pemerintah yang berhasil meningkatkan optimalisasi pengelolaannya yaitu
kemampuan di dalam membelanjakan anggaran sesuai dengan
peruntukan suatu instansi dalam kegiatan belanja operasional, belanja
modal dan belanja tidak terduga serta transfer.
Suatu analisis yang konstruktif dengan tingkat pencapaian
pertumbuhan ekonomi desa adalah kemampuan desa dalam mengelola
anggaran sesuai dengan pos peruntukannya. Khususnya dalam
menetapkan belanja yang berimbang sesuai besar pendapatan dan biaya
yang dikeluarkan dalam mengelola kegiatan operasional, kegiatan modal,
kegiatan belanja tidak langsung dan transfer.
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Pengelolaan keuangan ditentukan oleh kemampuan suatu desa
dalam memanfaatkan dan menggunakan kegiatan belanja desa. Sutrisno
(2007:57) pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan desa
untuk mencapai optimalisasi yang optimal melalui efisiensi belanja
operasional, mengefektifkan belanja modal, mengalokasikan estimasi
belanja yang tidak terduga dan aktivitas transfer yang sesuai besar alokasi
peruntukan.
Salman (2004:26) Kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah
desa harus bersifat konstruktif dengan kegiatan pengelolaan keuangan
desa.
Menilai suatu kegiatan belanja yang efektif dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi desa tercermin dari:
1) Kemampuan mengelola belanja operasional yang telah disesuaikan
dengan kebutuhan rutin secara teknis, praktis dan teralokasikan.
2) Kemampuan mengelola belanja modal sesuai dengan kelayakan
usaha dan tingkat pengembalian modal.
3) Kemampuan mengefisienkan belanja yang tidak terduga sesuai
dengan program kerja.
4) Melakukan pembiayaan transfer pendanaan yang sesuai dengan
kebutuhan.
Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi desa memerlukan adanya
upaya pengalokasian belanja sesuai dengan tingkat operasional kegiatan,
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penggunaan modal kerja yang sesuai dengan nilai belanja, belanja yang
tidak terduga dan belanja yang ditransfer sesuai dengan kebutuhan yang
mendesak.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
dinyatakan bahwa belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang
diikuti sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja desa tersebut
meliputi semua pengurangan dari rekening kas umum desa yang
mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban desa dalam satu
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh
desa.
Belanja desa dipergunakan dalam mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota
yang terdiri dari urusan wajib. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi
ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah
pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat
yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk
pemerintah desa meliputi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak
terduga (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).
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Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah pusat/desa yang bermanfaat jangka pendek. Belanja
operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
subsidi, bantuan sosial (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal meliputi belanja modal perolehan tanah, gedung dan
bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005).
Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan yang sifatnya tidak bias dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah pusat/desa (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2005).
Selain belanja, pengeluaran desa juga meliputi kegiatan pembiayaan
desa. Suatu kegiatan pemerintahan akan membutuhkan pembiayaan
untuk memperlancar suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Herman
(2005:63) pembiayaan dalam suatu kegiatan pengelolaan keuangan desa
mengandung dua aspek penilaian yaitu pembiayaan atas penerimaan
desa dan pembiayaan atas dasar pengeluaran. Dalam implementasinya,
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pembiayaan atas penerimaan desa yaitu pengeluaran dana anggaran
yang dibiayai oleh pemerintah desa untuk menerima sumber-sumber
pendapatan dari penggunaan dan pemanfaatan alokasi anggaran yang
diberikan. Pembiayaan atas pengeluaran desa yaitu peningkatan
penerimaan dana anggaran dengan mengeluarkan biaya untuk
membenahi fasilitas yang menghasilkan sumber pendapatan asli desa.
Harsani (2006:125) menyatakan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi desa tidak terlepas dari adanya aspek pembiayaan. Pembiayaan
tidak dapat dihindari, karena dengan biaya yang dikeluarkan kita
memperoleh alokasi sumber pendapatan dari pembiayaan tersebut.
Demikian pula dengan adanya tingkat penerimaan yang dicapai, tentu
tidak terlepas dari adanya pengeluaran biaya yang digunakan untuk
memelihara, merawat dan menjaga alokasi sumber pendapatan.
Esensi dasar dari suatu pembiayaan yang berkaitan dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi desa, Sonny (2005:8) menyatakan
semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh desa semakin
besar pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan dan belanja
anggaran.
Ini berarti mengelola pembiayaan, harus disesuaikan berapa besar
penerimaan desa yang diperoleh di kurang dengan besarnya pengeluaran
desa yang dialokasikan. Menjadi suatu keuntungan dalam pengelolaan
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keuangan desa apabila besar penerimaan lebih besar daripada
pengeluaran yang dikeluarkan. Harsani (2006:128) menyatakan
identifikasi pembiayaan yang harus dikeluarkan dari setiap kegiatan yang
dikeluarkan tercermin dari tercapainya realisasi yang lebih besar dari
target yang telah ditetapkan.
Harsani (2006:130) menyatakan identifikasi penerimaan desa yang
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan
desa yaitu:
1. Penerimaan dari masukan sektor-sektor penerimaan pendapatan.
2. Penerimaan dari alokasi pengelolaan sumber penerimaan
pendapatan.
3. Penerimaan dari pemungutan dan pencarian sumber pendapatan.
4. Pemanfaatan dan penggunaan alokasi anggaran yang
menghasilkan penerimaan pendapatan.
Harsani (2006:133) menyatakan identifikasi pembiayaan
pengeluaran untuk kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi:
1. Biaya operasional dari setiap kegiatan pelayanan
2. Biaya pengadaan dan penyediaan pelayanan
3. Biaya peningkatan kesejahteraan pegawai
4. Biaya penjaminan kelayakan kerja
5. Biaya administrasi dan perjalanan dinas
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Ini menunjukkan bahwa dalam suatu organisasi pemerintah dalam
upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi desa, arti penting dari suatu
pembiayaan sangat diperlukan. Berhasilnya suatu kegiatan tidak terlepas
dari adanya unsur pembiayaan. Pembiayaan memainkan peranan penting
dalam mempermudah dan memperlancar suatu kegiatan.
Said (2007:46) menyatakan keberhasilan suatu pengelolaan
keuangan desa tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengelola
sumber-sumber dan jenis-jenis pembiayaan yang dikeluarkan. Banyaknya
biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan manfaat dari biaya yang
dikeluarkan akan memberikan efek terjadinya disalokasi pendanaan
anggaran. Tetapi apabila pembiayaan dilakukan sesuai dengan tepat
alokasi atau tepat sasaran, berdampak pada peningkatan tingkat
penerimaan sumber pendapatan dari alokasi pembiayaan yang didanai.
Atas dasar tersebut, maka pembiayaan menjadi penting dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Keberadaan pembiayaan
memainkan peranan penting untuk memperlancar dan memperbaiki suatu
sistem tata kelola pendanaan anggaran dengan prospektif dan orientasi
yang tepat sasaran.
F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Desa
Nomor 01 Tahun 2013
Faktor-faktor hukum dalam pelaksanaan peraturan desa tentang
APBDes, secara implisit terdapat lima faktor yaitu: (1) substansi hukum,
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(2) struktur hukum, (3) sarana dan prasarana hukum, (4) pengetahuan
hukum dan (5) budaya hukum. Kelima faktor-faktor tersebut merupakan
faktor yang perlu dicermati berdasarkan dasar-dasar hukum yang
berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum di suatu daerah.
Mahmud Sajali (2004:74) menyatakan bahwa suatu
penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berupa
kebijakan-kebijakan yang bersifat esensial dalam penegakan hukum,
secara umum perlu ditinjau faktor-faktor yang menentukan terdiri dari
substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang dikembangkan
oleh pihak pemerintah dalam hal ini yang berwewenang pemerintah desa
mewujudkan pelaksanaan pembinaan pengaturan dan penertiban
pelanggaran hukum terhadap kewenangan pelaksanaan peraturan desa
tentang APBDes menurut tinjauan dasar hukum, dengan uraian faktor-
faktor sebagai berikut:
1. Faktor struktur hukum, adalah suatu instansi atau badan yang
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
hukum secara terorganisir sesuai dengan aturan-aturan hukum
secara substantif.
2. Faktor substansi hukum yang harus jelas dalam penetapan dan
penerapannya, yang sesuai dengan penerapan hukum yang
berlaku secara juridis, normatif, sosiologis dan psikologis. Suatu
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peraturan hukum berlaku secara juridis adalah peraturan hukum
yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum
yang lebih tinggi atau sederajatnya.
3. Sarana dan prasarana hukum yang dimaksud adalah ketersediaan
alat dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung,
memperlancar dan mempermudah suatu proses penetapan dan
penerapan substansi hukum yang dilakukan dalam suatu struktur
hukum yang pasti.
4. Pengetahuan hukum masyarakat adalah tingkat intelegensi yang
dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui dan memahami
terhadap aturan-aturan substansi hukum dalam berbagai
pelaksanaannya berdasarkan tingkat pengetahuan yang
dimilikinya.
5. Budaya hukum adalah nilai-nilai yang dianggap baik sesuai dengan
aturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat membedakan
suatu perbuatan yang baik atau buruk, baik secara hukum menurut
ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan.
Mardianto Serlang (2000:79) memberikan pemahaman bahwa suatu
implementasi dalam aktivitas kerja cenderung ditentukan oleh lima hal.
Kelima hal tersebut dalam tinjauan hukum merupakan suatu tinjauan yang
perlu dieksiskan sebagai suatu faktor hukum dalam pelaksanaan
peraturan desa tentang APBDes. Faktor yang menentukan tersebut
45
adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum,
pengetahuan hukum masyarakat dan budaya hukum suatu masyarakat
dalam mengimplementasikan aktivitas tersebut sebagai suatu kegiatan
yang didasari oleh kekuatan hukum yang mempunyai dasar fundamental
dalam berbagai aktivitas yang terbentuk atau terjadi pada negara yang
berasas hukum.
Secara eksplisit dan mendetail menjelaskan mengenai substansi
hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana hukum, pengetahuan
hukum dan budaya hukum dalam berbagai prospektif dan konsep para
ahli hukum sebagai berikut:
1. Substansi Hukum
Memahami suatu substansi hukum harus diketahui peraturan hukum
yang berlaku secara yuridis, normatif, sosiologis dan psikologis. Suatu
peraturan hukum berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang
berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang normatif
lebih tinggi atau sederajatnya, yang terbentuk menurut cara-cara yang
telah ditetapkan. Dan peraturan hukum yang berlaku secara sosiologi,
apabila peraturan hukum tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat
terhadap siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan.
Sedangkan secara psikologis yaitu melihat suatu peraturan hukum sesuai
dengan kaidah-kaidah hukum yang memiliki nilai positif dalam
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penegakannya dengan meninjau adanya suatu filosofi yang mendasari
peraturan tersebut.
Dipahami bahwa suatu substansi hukum tidak terlepas dari adanya
peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, normatif, sosiologis dan
psikologis yang harus diterima atau diakui sesuai dengan nilai-nilai positif
dari penerapan dan pelaksanaannya. Mangkuprodjo Sumantri (2003:87)
mengemukakan bahwa dalam mempelajari suatu ilmu hukum,
pemahaman mengenai substansi hukum merupakan landasan utama
dalam mengembangkan suatu grand teori hukum yang prinsipnya
membahas mengenai tinjauan yuridis hukum, normatif, sosiologi dan
psikologis. Intinya adalah untuk melaksanakan dan menetapkan aturan-
aturan hukum yang dapat diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai
suatu peraturan yang harus dijalankan.
Berarti, suatu substansi hukum dalam suatu kegiatan atau aktivitas
yang memiliki substansi hukum merupakan bagian dari suatu
implementasi hukum yang harus diterima atau diakui dan wajib untuk
ditaati sebagai suatu peraturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan
sesuai kaidah-kaidah normatif yang dimiliki oleh suatu peraturan tersebut.
2. Struktur Hukum
Struktur hukum yang dimaksud dalam implementasi pelaksanaannya
adalah tata struktur dalam menempatkan suatu kedudukan aturan hukum
berdasarkan tingkat hirarkinya mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-
Undang dan Keputusan Menteri yang merupakan suatu serangkaian
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hirarki dalam menetapkan suatu hukum yang didasari oleh adanya tingkat
pengetahuan, pemahaman, pentaatan dan pola perilaku hukum atas
aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Syahrani (2000:18) pemahaman struktur hukum adalah pemahaman
mengenai tata struktural dalam menetapkan suatu aturan-aturan atau
kaidah-kaidah hukum yang mendasari suatu organisasi baik institusi atau
lembaga yang memberikan kewenangan dalam melakukan pengabsahan
secara legal untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum yang
diakui dan ditaati.
Secara normatif, struktur hukum dalam aktivitas sehari-hari, biasanya
diimplementasikan kepada institusi atau lembaga yang berwewenang
untuk mengembangkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan
untuk diterapkan kepada masyarakat, dengan jaminan masyarakat dapat
mengakui dan mentaati aturan hukum yang telah ditetapkan.
Struktur hukum dalam berbagai tinjauan yang dikemukakan oleh
para ahli hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum publik,
terhadap suatu perundang-undangan, peraturan-peraturan atau kebijakan-
kebijakan yang diberikan kewenangan kepada suatu organisasi atau
institusi untuk menerapkan peraturan hukum, yang mengikat bagi
masyarakat untuk mengakui dan mentaati aturan tersebut sebagai suatu
bentuk itikad baik dari masyarakat yang memahami asas hukum yang
berlaku dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat itu
sendiri.
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3. Sarana dan Prasarana Hukum
Mengembangkan suatu hukum, tentu akan eksis apabila ditunjang
dan didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang tersedia. Sarana
dan prasarana hukum yang dimaksud adalah alat, perlengkapan, bahan
yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas kemudahan dalam
melakukan suatu penyelenggaraan hukum.
Sutopo Suhendra (2003:13) menyatakan bahwa andil dari suatu
implementasi hukum yang kuat, tentu sangat ditentukan oleh adanya
sarana dan prasarana hukum yang tersedia. Sarana dan prasarana
tersebut yang menjadi pengembang dalam melakukan pemberdayaan dari
suatu kepastian hukum. Karena itu, sarana dan prasarana merupakan
suatu wadah atau organisasi yang didalamnya memiliki alat, pelengkap
dan pengembang penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian
hukum dari suatu pelaksanaannya.
Menurut Marsudi Ramli (2001:58) bahwa sarana dan prasarana
hukum adalah segala yang berkaitan dengan kemudahan, kelancaran,
kesesuaian dan kepastian dalam pengembangan hukum, sehingga
membantu terselenggaranya penegakan hukum yang berjalan dengan
lancar, penegakan hukum yang berjalan dengan peranannya, serta
berbagai pengembangan yang memberikan kemudahan dalam menjamin
suatu kepastian hukum. Sarana dan prasarana tersebut berupa instansi
atau wadah yang digunakan untuk melakukan penegakan hukum, yang
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dijalankan sesuai penggunaan alat penegak hukum dan kelengkapan
hukum lainnya.
4. Pengetahuan Hukum
Suatu pelaksanaan hukum akan mudah dilaksanakan dengan baik
sesuai dengan kepastian hukum yang menjamin suatu pelaksanaan
apabila komponen-komponen yang terlibat dalam pelaksanaan hukum
memiliki pengetahuan tentang hukum secara benar dan memiliki itikad
yang baik untuk melaksanakan hukum secara murni dan konsekuen. Inti
suatu pelaksanaan hukum adalah adanya pemahaman, pengetahuan dan
penindaklanjutan suatu hukum secara murni dan konsekuen.
Sadriah Rasyid (2002:42) pengetahuan hukum masyarakat banyak
ditentukan oleh adanya pemberian kontribusi dalam pencerahan
masyarakat mengenai hukum. Seyogyanya masyarakat diberikan
berbagai kontribusi hukum apabila ada kehendak dari pemerintah untuk
intensif melakukan penyuluhan hukum, penegakan hukum, memberikan
kepastian hukum dan penjaminan hukum sesuai dengan kondisi dan
pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri.
Bagi masyarakat, hukum merupakan suatu aturan yang harus diakui
dan ditaati untuk dilaksanakan secara konsisten sebagai asas yang harus
dijunjung tinggi dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada
setiap individu, kelompok atau masyarakat dalam melaksanakan hukum
tersebut secara menyeluruh.
50
Syamsuddin Hasan (2000:57) memberikan pengertian yang
dimaksud dengan pengetahuan hukum kepada masyarakat adalah
memberikan kontribusi pengajaran atau pemahaman untuk diketahui
secara menyeluruh mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan
atau kebijakan-kebijakan keputusan yang memiliki kekuatan hukum untuk
diakui dan ditaati sebagai suatu yang harus dijunjung tinggi
keberadaannya dan harus ditegakkan dalam pelaksanaannya untuk
memberikan adanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat atas
pelaksanaan kepastian hukum. Kepastian hukum akan terlaksana dengan
baik apabila pengetahuan masyarakat mengenai hukum representatif
dipahaminya.
Bachtiar Daud (1999:81) mengatakan bahwa penegakan hukum
bukan merupakan sesuatu yang sulit, apabila komponen-komponen yang
memahami hukum memiliki pengetahuan tentang hukum sesuai dengan
kepastian dan penjaminannya untuk penegakan hukum secara adil dan
merata tanpa memiliki kepentingan-kepentingan lain selain penegakan
hukum secara pasti.
Komponen-komponen yang memahami hukum dalam uraian di atas,
tentunya didasari oleh pemahaman mengetahui atau tidak mengetahui
perundang-undangan, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan keputusan
yang memiliki kepastian hukum yang mengikat produk-produk hukum
untuk dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
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Pemahaman merupakan bagian yang esensial untuk meningkatkan
tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum, pemahaman tidak
hanya dipahami dari benar salahnya suatu kegiatan hukum, namun
pemahaman merupakan suatu wawasan mengenai substansi hukum yang
harus diimplementasikan secara konsekuen menurut kepastian hukum,
sehingga setiap pelanggaran atau kesalahan dapat diperbaiki dan
mendapatkan sanksi bagi pelanggar hukum, karenanya pengetahuan
hukum harus ditingkatkan kepada masyarakat.
Djufri Alqatri (2003:69) menyatakan untuk melakukan suatu
pengelolaan dalam pelaksanaan suatu aturan hukum, maka masyarakat
harus diberikan pencerahan mengenai pengetahuan terhadap
pelaksanaan aturan hukum tersebut, sehingga hukum yang diterapkan
diakui dan ditaati oleh masyarakat.
5. Budaya Hukum
Pengertian budaya secara umum adalah suatu kebiasaan yang
dilakukan oleh masyarakat yang sudah mendarah-daging dan menjadi
bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses aktivitas kehidupannya
sehari-hari, sehingga sering disebut sebagai bagian yang telah
membudaya dalam kehidupannya. Budaya itu sendiri mengandung
kebiasaan-kebiasaan yang memiliki norma-norma, nilai-nilai dan prinsip-
prinsip hidup yang esensial dalam berbagai interaksi kehidupan
masyarakat.
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Pemahaman budaya dalam tinjauan hukum tentu memiliki
interpretasi yang berbeda dengan budaya secara umum. Beberapa ahli
menyebutkan bahwa budaya hukum:
a. Marlang Suntoro (2002:154) budaya hukum adalah aturan atau
norma-norma yang harus diakui dan ditaati oleh masyarakat yang
menjunjung hukum sebagai azas yang harus ditegakkan dan
dilaksanakan secara adil dan merata.
b. Sutarman Sinuhun (1999:67) budaya hukum adalah suatu norma-
norma yang harus diindahkan atau ditaati sebagai bagian dari
kesepakatan masyarakat dan telah membudaya menjadi suatu
kebiasaan yang harus diikuti dan ditaati dan memiliki sanksi bagi
masyarakat yang melanggar norma-norma budaya yang telah
ditetapkan.
c. Rasyid Ali (2002:89) menyatakan bahwa budaya adalah kebiasaan-
kebiasaan yang didalamnya tersosialisasikan adanya norma-norma
yang bersifat aturan-aturan, prinsip-prinsip, nilai-nilai atau kaidah-
kaidah esensi yang kuat yang ada dalam masyarakat yang harus
dijunjung tinggi sesuai dengan penegakannya dan memberikan
sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggar atau yang tidak
mengindahkannya.
Ketiga pendapat yang dikemukakan di atas, secara pokok
menempatkan pengertian budaya hukum sebagai suatu cara pandang
masyarakat yang memiliki kebudayaan untuk melaksanakan kebiasaan-
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kebiasaan sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, prinsip-prinsip dan
kaidah-kaidah yang mengaturnya sesuai dengan kesepakatan yang telah
ditetapkannya.
Andriyani Annisa (2002:195) budaya hukum adalah suatu kebiasaan-
kebiasaan yang melekat dalam diri individu, kelompok atau masyarakat
yang memahami aturan hukum dan kepastian hukum yang
menjabarkannya dalam kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sesuai
dengan norma-norma, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang telah
mengakar dalam suatu masyarakat, sehingga dijadikan hukum bagi
masyarakat, dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum bagi
yang menginginkan keadilan dan memberikan sanksi bagi yang
melanggar hukum.
Cokroningrat Danuarta (2000:18) menyatakan bahwa setiap manusia
dilahirkan telah memiliki budaya. Dan setiap manusia dilahirkan pula
bersamaan dengan hukum yang mengaturnya. Sehingga manusia lahir
tentu telah memiliki adanya budaya hukum. Budaya hukum ini lahir
bersama dengan kebiasaan-kebiasaan yang normatif yang melahirkan
adanya norma-norma, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dijunjung
tinggi oleh setiap masyarakat sebagai bagian dari keberadaannya sebagai
manusia yang berbudaya dan memiliki azas hukum yang harus dijunjung
tinggi untuk menegakkan keadilan dan pemerataan dalam kehidupannya.
Berdasarkan uraian di atas dalam memahami budaya hukum adalah
adanya kebiasaan-kebiasaan secara yuridis, normatif, sosiologis dan
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psikologis bagi masyarakat dalam memandang suatu perundang-
undangan, peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang sesuai
dengan budaya masyarakat dalam suatu nuansa hukum bagi masyarakat,
yang menghendaki partisipasi masyarakat untuk mengakui dan mentaati
hukum secara murni dan konsekuen.
Budaya hukum sering didefinisikan sebagai bagian dari kebiasaan-
kebiasaan masyarakat mengenai norma-norma hukum yang
diimplementasikan oleh pemerintah berupa penetapan undang-undang,
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada
masyarakat untuk diakui, ditaati dan dilaksanakan, tanpa bertentangan
dengan eksistensi budaya masyarakat tersebut.
Budaya hukum akan diterima oleh masyarakat apabila undang-
undang, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan bersesuaian
dengan budaya masyarakat dan masyarakat cenderung mengakui dan
mentaati apabila mendukung norma-norma, prinsip-prinsip dan kaidah-
kaidah budaya suatu masyarakat yang berlaku dan telah menjadi
kebiasaan di kalangan masyarakat.
Anshory Ahamir (2001:46) menyatakan budaya hukum dalam
melaksanakan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan kebijakan
pemerintah, seyogyanya tidak bertentangan dengan kebudayaan
masyarakat. Esensi suatu penegakan budaya hukum masyarakat apabila
hukum tersebut mendapat partisipasi dari masyarakat, sehingga
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penegakan hukum dapat dicapai secara optimal sesuai dengan tujuan
yang diinginkan.
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BAB  III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian merupakan hal terpenting dari seluruh rangkaian
kegiatan penulisan suatu karya ilmiah karena dengan penelitian akan
terjawab semua obyek permasalahan yang diuraikan dalam rumusan
masalah. Dalam penulisan ini, penulis memilih lokasi penelitian di Desa
Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian adalah normatif – empirik (yuridis – sosiologis)
yang menjelaskan secara yuridis Peraturan Desa Malangke Nomor 01
Tahun 2013 tentang APBDes. Sumber data penelitian terdiri dari:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden
yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak
yang berkompeten.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi
dokumen yang dihimpun dari aturan perundang-undangan, buku-
buku, arsip atau data Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun
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2013 tentang APBDes dan bahan atau sumber lain yang menjadi
faktor penunjang dalam penelitian ini.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara sebagai berikut:
1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-
dokumen tertulis, laporan-laporan, serta peraturan perundang-
undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
2. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak
yang berkompeten yaitu Kepala Desa Malangke, dan staf yang
memahami pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01
Tahun 2013 tentang APBDes.
D. Analisis Data
Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data
sekunder diolah, lalu dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang didapatkan
penulis selama melakukan penelitian di Desa Malangke Kecamatan
Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara. Bab ini menguraikan tentang
bagaimana substansi Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013
Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur sejalan dengan
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Luwu Utara dan Pelaksanaan
Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBDes
Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten Luwu Utara .
A. Gambaran Umum Desa Malangke Kecamatan Malangke Timur
Kabupaten Luwu Utara
Pada zaman dahulu sekitar 400 tahun yang lalu, Malangke adalah
pusat kerajaan Luwu, yaitu tahun 1603 abad ke 13 yang bertahta raja
Luwu ke 16 yaitu Pati Pasaung belaiu pewaris tahta kerajaan Patiware
(Petta Matinroe) raja ke 15 sedangkan Pati Pasaung bergelar Raja Andi
Abdullah sebagai Raja ke 16. misi beliau adalah mengembangkan atau
menyebarkan ajaran islam kepada rakyatnya diseluruh daratan tanah
luwu.
Sebelumnya itu pula terjadi peristiwa besar yang dalam sejarah
“Pussing Riluwu” karena saudara datu Pati Raja juga meproklamirkan
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dirinya jadi Datu, maka terjadi dualisme kepemimpinan akibatnya terjadi
dampak sosial pada masyarakat yaitu terjadi kelaparan (kekurangan
pangan yang cukup berkepanjangan) karena pemahaman pemangku adat
pada saat itu apabila pemimpin tidak rukun dan damai maka pendapatan
masyarakat tidak maksimal dan komplik tak kunjung selesai.
Setelah kepemimpinan sudah mengarah ke tindakan anarkis maka
aparat Datu mengadakan musyawarah lintas, pemangku adat dan semua
komponen rapat dan menghasilkan kata mufakat bahwa yang akan
memimpin Luwu adalah orang yang dianggap cerdas, ounya budi pekerti
yang baik adalah “Baginda Andi Abdullah” sebagai raja luwu ke 16, maka
setelah itu hari demi hari kelaparan dan kemiskinan beransur-ansur pulih.
Selama raja resmi memimpin yang ada dibenaknya hanya ingin
memperluas daratan kekuasaannya, karena kondisi wilayah
kekuasaannya pada era itu hanya sedikit sekali, yang ada hanya teluk
dikelilingi hutan bakau, maka konon katanya pada masa itu raja sholat
hajat meminta kepada sang pencipta agar bilamana lautan bisa surut jadi
daratan maka cincin kesayangannya dari peninggalan nenek moyangnya
akan jadi tumbalnya dan doanya pun terkabulkan, lautan sekitar itu
beransur-ansur kering, maka ketika itu baginda membuang cincin tersebut
ke dasar laut sebagai rasa syukur kepada sang pencipta, maka ketika
bertambahlah daratan wilayah kekuasaan raja Andi Abdullah, seraya
menyampaikan ke permaisurinya dan masyarakat Luwu bahwa daratan ini
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adalah “Malangke” artinya daratannya sudah luas dan pemegang tertinggi
payung riluwu.
Adapun data profil Desa Malangke adalah :
1. Luas Desa malangke 36,10 Km2 terdiri dari 4 Dusun antara lain :
a. Dusun Malangke seluas 8 Km2
b. Dusun babanakawali seluas 9 Km2
c. Dusun Birue seluas 13 Km2
d. Dusun Karya Baru seluas 6,100 Km2
2. Batas-batas Desa Malangke
a. Utara : Desa Tolada
b. Selatan : Pince Putih/Desa Tokke
c. Timur : Desa Benteng/ Desa takkalala
d. Barat : Desa Pattimang/ Desa Grikusuma
3. Jumlah penduduk sebanyak 1767 jiwa dengan rincian :
a. Laki-laki : 891 jiwa
b. Perempuan : 876 jiwa
4. Jumlah penduduk tiap-tiap dusun :
No Nama Dusun Laki-laki Perempuan Jumlah Keterangan
1.
Malangke 264 jiwa 278 jiwa 542 jiwa -
2.
Babanakawali 243 jiwa 235 jiwa 478 jiwa -
3.
Karya Baru 43 jiwa 44 jiwa 87 jiwa -
4.
Birue 341 jiwa 319 jiwa 660 jiwa -
Jumlah 891 jiwa     876 jiwa 1767 jiwa
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5. Jumlah kepala keluarga KK sebanyak 410
a. Malangke sebanyak 119 KK
b. Babanakawali sebanyak 115 KK
c. Karya Baru sebanyak 21 KK
d. Birue sebanyak 135 KK
6. Data perangkat Desa Malangke
No Nama jabatan Tempat/Tanggal
Lahir
Pend.
Terkahir
1.
Sirajuddin Yunus Kades
Malangke
Malangke,01-
01-1950
SMU
2.
A. Robinson Sekdes
Malangke
Malangke,24-
03-1979
SMU
3.
A.Najib. MH Kaur
Pemerintahan
Malangke,31-
11-1960
SMP
4.
A.Ardi Baso Kaur
Pembangunan
Malangke,19-
07-1965
SMU Paket
C
5.
Kasruddin Kaur Umum Malangke,31-
12-1984
SD
6.
Hasdi Kadus
Malangke
Malangke,01-0-
1965
SMP
7.
Rasyid. P Kadus Birue Malangke,11-
11-1963
SMP
8.
Muin Kaso Kadus
Babanakawali
Malangke,21-
10-1964
SMP
9.
Irwan.G Kadus Karya
Baru
Cilallang,18-11-
1968
SMP
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B. Substansi Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013
Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur Sejalan
dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 Tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Luwu
Utara
Berdasarkan Permendagri 37 Th 2007 tentang Penyusunan APBDes
dimulai dari Musrenbangdes dengan mempedomani pada RPJMDesa.
Musrenbangdes bisa dimulai dari komunitas RT, Kampung sebelum
musrenbang tingkat desa, setelah RAPBDesa disetujui BPD selanjutnya
disampaikan ke Bupati malalui Camat untuk di evaluasi.struktur APBDesa.
Dalam struktur APBDes terdiri dari :
1. Pendapatan , meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
Dalam hal ini secara total dijelaskan sebagai berikut dalam Peraturan
Desa Malangke Nomor 01Tahun 2013 Tentang APBDes:
Pasal 1
“Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangke Tahun
Anggaran 2013 sebesar Rp. 202.283.765,- ( Dua Ratus Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Tiga Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)”
Dalam hal ini Pendapatan terdiri dari tiga golongan adalah :
a. PADes
b. Pendapatan Transfer
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c. Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah adalah :
1. Kelompok pendapatan asli desa dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas :
a. Hasil usaha desa;
b. Hasil pengelolaan keuangan desa
c. Hasil swadaya dan partisipatif
d. Hasil gotong royong
e. Dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Kelompok pendapatan transfer desa dibagi menurut jenis
pendapatan yang terdiri atas:
a. Bagi hasil pajak daerah sebesar Rp. 2.785.981,-
b. Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 953.114,-
c. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 91.056.865
d. Bagi hasil PBB dan sektor SKB sebesar Rp. 975.305
e. Tunjangan BPD sebesar Rp. 17.400.000
f. TPAPD sebesar Rp. 73.800.000
g. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
(ADD).
h. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah dibagi
menurut jenis pendapatan yangterdiri atas:
1. Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kita, dan pemerintah desa
lainnya. Sebesar Rp. 5.312.500,-
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2. sumbangan pihak ketiga.
2. Belanja, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajibandesa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diperoleh pembayarannyakembali oleh desa.
Secara tereperinci di jelaskan dalam Peraturan Desa Malangke Nomor
01 Tahun 2013 Tentang APBDes adalah :
a. Belanja tidak langsung (Non kegiatan) sebesar Rp. 118.275.863,-
b. Belanja langsung sebesar Rp. 94.007.902,-
3. Pembiayaan, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.
Dalam hal ini pembiayaan terdiri dari 2 (dua) bagian secara
terperinci dijelaskan dalam Peraturan Desa Malangke Nomor 01Tahun
2013 Tentang APBDes adalah
a. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,-
b. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,-
Pengelolaan keuangan Desa dalam hal ini dalam Peraturan
Bupati, adalah karateristik Wilayah setempat; besaran APBDesa,
karena semakin besar APBDes semakin banyak yang bisa di biayai
dan permasalahan semakin komplek. Aspek sosial budaya
masyarakat setempat. Oleh karena itu peningkatan kapasitas aparatur
desa dan BPD merupakan suatu keharusan.
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Dalam hal ini isi Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013
Tentang APBDes di Kecamatan Malangke Timur sejalan dengan
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Luwu Utara dengan substansi
persyaratan sebagai berikut ;
1. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Isu struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang tertuang
dalam Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang
APBDes di Kecamatan Malangke Timur sudah sejalan dengan
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Luwu Utara, adalah :
a. Karena dalam pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan
BPD
b. Pemerintah desa terdiri dari Kades dan Perdes
c. Perdes terdiri dari Sekdes dan Perdes lainnya
d. Perdes lainnya terdiri dari Setdes, Pelaksana Teknik Lapangan
(Kaur) dan unsur kewilayahan (Kadus)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Secara substansial aturan mengenai fungsi, wewenang, hak dan
kewajiban BPD, Perdes di Desa Makangke Perda di Kabupaten Luwu
Utara memenuhi segala aspek yang ditentukan. Dalam hal persyaratan
untuk dapat menjadi anggota BPD, bahwa anggota BPDes tidak
mempunyai hubungan darah dengan kepala desa sampai derajad ke
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satu baik ke atas, kebawah maupun ke samping, suami atau istri kepala
desa. Dalam hal ini bahwa mengenai komposisi anggota BPD, di Desa
Malangke adalah jumlah keseluruhan 9 (sembilan) orang Ketua yakni
bapak Masri W, wakil ketua yakni Baso anwar, Sekretaris Hj. Ratna dan
anggota terdiri dari 6 (enam) orang.
Untuk menetapkan anggota BPD dibentuk panitia yang terdiri dari unsur
pamong desa dan tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, golongan
profesi, pemuka agama dan anggota BPD lama. Ada yang sedikit unik
dari aturan ini, yakni dicantumkannya tata cara menggali, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan bagaimana hubungan kerja
BPD dengan Kades dan lembaga kemasyarakatan desa.
3. Kepala Desa (Kades)
Dalam hal teknik pemilihan kepala desa dengan melibatkan dari unsur
Pemerintah desa, unsur BPD, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan
pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
Dalam penentuan calon terpilih, bahwa calon Kades yang dinyatakan
terpilih hanya disebutkan calon yang mendapatkan jumlah dukungan
suara terbanyak. Selain itu ditentukan bahwa yang mendapat suara
terbanyak, calon juga harus mendapat dukungan suara paling sedikit
25% dari suara yang sah. Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi
ketentuan mendapat dukungan suara paling sedikit 25% dari suara
yang sah, maka diadakan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh calon
yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua. Namun bila
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calon Kades hanya terdapat 1 orang, yakni calon Kades harus
mendapat jumlah dukungan suara paling rendah ½ (50%) ditambah 1
dari jumlah suara yang sah.
Mengenai biaya penyelenggaraan pemilihan, bahwa aturan
menyebutkan bersumber dari APBD Kabupaten, APBDesa dan
swadaya calon Kades. Serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat
yang besarnya paling tinggi 30% dari biaya pemilihan.
Adapun sanksi bagi calon Kades atau siapapun juga yang terbukti
melakukan pelanggaran dalam proses Pilkades diberikan tindakan
hukum atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Perangkat Desa
Dalam hal pengangkatan Perdes, penetapan calon Perdes dilakukan
dalam rapat dewan pemilih melalui musyawarah mufakat. Dalam hal
musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan
dilakukan melalui voting.  Keanggotaan dewan pemilih terdiri dari
Perdes, BPD, dan unsur tokoh masyarakat dengan jumlah
keseluruhan paling sedikit 100 orang/anggota. Agar supaya dapat
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan desa serta peningkatan pelayanan masyarakat.
5. Lembaga kemasyarakatan
Setiap bentuk lembaga kemasyarakatan diatur dalam bagian
tersendiri secara khusus seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga,
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Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, karang taruna dan satgas
Linmas.
Demikian pula dalam hal hubungan kerja, hubungan kerja lembaga
kemasyarakatan desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan,
konsultatif dan koordinatif serta bentuk kerjasama dengan
menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam
melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan.
6. Kerjasama desa
Kerjasama dapat dilaksanakan antar desa dalam satu kecamatan,
antar desa lain kecamatan, antar desa lain kabupaten dan antara
desa dengan pihak ketiga.
Dalam hal persetujuan BPD. kerjasama desa ditetapkan dalam
peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD. Rencana
kerjasama terlebih dahulu di bahas dalam rapat musyawarah desa
dengan BPD. Dalam Perda Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun
2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disebutkan
kerjasama desa meliputi bidang : peningkatan perekonomian
masyarakat desa, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan,
sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, penempatan SDA dan
teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,
pemberdayaan masyarakat desa dan atau pengembangan pariwisata.
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7. Sumber Pendapatan Desa
Terkait dengan sumber pendapatan desa, sumber pendapatan desa
terdiri atas: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi
daerah kabupaten, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari
pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten; serta hibah dan
sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Mengenai APBDes, dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten
Luwu Utara hanya membahas sedikit dalam tiga pasal. Inti dari tiga
pasal tersebut ialah :
a. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan
pembiayaan
b. RAPBDes di bahas dalam musrenbang desa yang dihadiri oleh
Camat.
c. Kades bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan
Peraturan Desa.
d. Raperdes tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum
ditetapkan oleh Kades paling lama 3 hari disampaikan oleh Kades
kepada Bupati melalui  Camat untuk dievaluasi.
e. Pedoman penyusunan, perubahan, perhitungan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati
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Dalam kaitannya dengan hal ini bahwa Substansi Peraturan Desa
Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBDes Malangke Kecamatan
Malangke Timur Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Luwu
Utara masih perlu adanya ketegasan dan kejelasan antara lain :
1. Materi Muatan Peraturan Desa nya
Perencanaan penyusunan peraturan desa yang berdasarkan
kebutuhan nyata, baik berdasarkan perintah perundang-undangan yang
lebih tinggi, perlunya kajian yang dibutuhkan dalam hal peraturan desa
tertentu seperti pembentukan dusun.
2. Mekanisme pembahasan, hak BPD dan Kepala Desa, bisa menjadi
acuan Peraturan Tata Tertib Pembahasan di BPD.
3. Mekanisme pengawasan preventif dan represif, dalam hal ini Peraturan
Daerah perlu menegaskan dan pendelegasian pengawasan kepada
camat atau setidaknya instansi yang bertugas melakukan pengawasan
Peraturan Desa di Pemerintah Kabupaten, bagaimana dengan peranan
bagian hukum di kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap
Peraturan Desa oleh masyarakat dan juga dapat melakukan
pembatalan Peraturan Desa.
4. Mekanisme partisipasi masyarakat, bukan sekedar norma umum.
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C. Pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013
Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur
Kabupaten Luwu Utara
Penyerahan urusan pemerintahan dari Kabupaten kepada desa
dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum yaitu peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan potensi serta karakteristik desa.
Dari aspek hukum, penyerahan urusan tentu tidak boleh bertentangan
dengan aturan hukum yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sedangakan dari aspek potensi dan
karakteristik desa dengan mempertimbangkan letak geografis,
kemampuan porsenil, kemampuan keuangan, efesiensi dan efektifitas.
Aspek letak geografis, kemampuan keuangan, sarana dan
prasarana, dan sebagainya merupakan alat yang digunakan untuk
menghasilkan suatu kebijakan, yang semuanya akan bermuara pada
peningkatan dan perbaikan kesejahteraan masayarakat. Dimana
masyarakat merupakan obyek sekaligus subyek dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dan menjadi target kebijakan sehingga memiliki dan
posisi yang penting.
Sebagai target dari arah kebijakan yang akan dilaksanakan,
masyarakat desa diajak untuk berperan aktif dalam menetukan urusan-
urusan yang akan diselenggarakan di desanya dengan melibatkannya
dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrembangDes),
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dimana masayarakat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang
diperlukan di desanya masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan tersebut
disampaikan kepada pemerintah desa sebagai penyelenggara
pemerintahan desa.
Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa disusun secara
berjangka meliputi :
a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya
disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa
merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.
RPJMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan
Daerah.
Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan kabupaten
yang dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dengan pelaksanaan
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrembangDes), dimana
sebelumnya di tingkat dusun telah dilaksanakan sebelumnya dalam pra
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
Pra-MusrembangDes dilaksanakan oleh kepala Dusun bersama
mayarakatnya untuk menampung usulan-usulan tentang pembangunan
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yang diperlukan, kemudian usulan tersebut disampaikan dalam
MusrembangDes tingkat desa yang dihadiri oleh Pemerintahan Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diabahas bersama-sama
dengan masayarakat desa setempat yang terdiri dari tokoh mayarakat,
tokoh agama, lembaga masayarakat, tokoh pemuda dan lain-lain.
Seperti yang disampaikan oleh A. Najib selaku Kepala Urusan
Pemerintahan Desa Malangke Kecamatan Malangke Timur (wawancara
tanggal 17 Desember 2013 ), menyatakan :
“Bahwa dalam pelaksanaan MusrembangDes kami mengadakan
rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda, bidan desa, semua elemen masyarakat ikut membahas
rencana pembangunan desa. Namun sebelumnya diadakan Pra-
Musrembang ditingkat Dusun untuk menampung apa-apa yang
diusulkan oleh masyarakat dan untuk dibawa ketingkat desa dalam
MusrembangDes”. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa hasil dari
pembahasan Musrembang desa tersebut disusun kedalam
Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang
menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan
pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
Dari RPJMDes inilah pemerintah desa mengusulkan kepada
pemerintah kabupaten mengenai usulan-usualan yang dapat dilaksanakan
oleh desa yang disusun ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa
(RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes (Rencana
pembangunan Jangka Menengah Desa) dalam waktu 1 (satu) tahun yang
ditetapkan dalam keputusan Kepala desa yang disetujui oleh Badan
permusyawaratan desa (BPD).
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Selanjutnya disampaikan oleh Sirajuddin Yunus selaku Kepala Desa
Malangke Kecamatan Malangke Timur menerangkan bahwa (Wawancara
tanggal 17 Desember 2013) :
“ BPD (Badan permusyawaratan Desa) bersama aparat desa
membahas RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa) untuk disahkan dan diserahkan kepada kabupaten, inilah
yang menjadi patokan kabupaten ketika desa mengusulkan
program kegiatan untuk dilaksanakan di desa”.
Dalam setiap tahun desa menyerahkan permintaan kepada
pemerintah kabupaten yang diakomodir oleh pemerintah Kecamatan yang
juga mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan
(MusrembangKec), dimana semua desa mengirimkan delegasinya yang
berbentuk tim untuk memperjuangkan usulan-usulan pembangunan yang
akan dilaksanakan di desa nya, seperti yang disampaikan oleh Andi Aris
Baso selaku Kepala Urusan Pembangunan Desa Malangke Kecamatan
Malangke Timur (wawancara tanggal 17 Desember 2013) menyatakan :
“ setelah pelaksanaan MusrembangDes kemudian usulan-usulan
masyarakat diserahkan ke Kecamatan dan diadakan lagi
Musrembang ditingkat Kecamatan. Kemudian ditampung dan
dikelompokkan lagi berdasarkan skala proritas, jadi apa yang
diusulkan oleh desa belum tentu diterima, namun dilihat dari skala
proritasnya, sehingga dari semua desa berebut agar usulan dapat
diterima dalam Musrembang Kecamatan”.
Setelah Musrembang Kecamatan dilaksanakan dan telah ditentukan
usulan-usulan yang diterima dari setiap desa berdasarkan skala prioritas,
maka hasil Musrembang tersebut diteruskan dalam Musrembang
Kabupaten yang menjadi pusat dari segala permintaan desa, dimana
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kecamatan membentuk tim yang terdiri dari pemerintah kecamatan dan
beberapa orang kepala desa sebagai perwakilan desa untuk
memperjuangkan usulan mereka. Dalam Musrembang Kabupaten inilah
usulan dari setiap desa dikelompokkan dan dikaji oleh pemerintah
Kabupaten bersama dengan instansi, badan dan dinas-dinas terkait
sesuai dengan kebutuhan.
Seperti yang dikemukakan oleh Sirajuddin Yunus selaku Kepala
Desa Malangke Kecamatan Malangke Timur (wawancara tanggal 17
Desember 2013) menerangkan bahwa :
“ Musrembang adalah seperti hal nya kompetisi, karena tidak serta
merta apa yang diusulkan oleh desa harus diakomodir oleh
pemerintah kabupaten, karena banyaknya yang diusulkan oleh
semua desa. Disinilah peran pemerintah desa untuk melakukan
pendekatan eksekutif dan pendekatan legislatif. Karena domain
eksekutif adalah Musrembang sedangkang Legislatif adalah reses.
Berhasil tidak nya usulan ditentukan oleh kedua lembaga tersebut.
Namun kenyataan sekarang lebih dominan berhasil lewat reses
karena perencana anggaran adalah DPRD, pelaksana anggaran
adalah pemerintah kabupaten”.
Lebih tegas beliau mengemukakan bahwa :
“ pemerintah desa harus juga memiliki politik desa dengan
melakukan lobi kepada DPRD kabupaten agar disetujui semua
program pembangunan yang diusulkan oleh Desa hal ini
dikarenakan harus disetujui oleh DPRD kabupaten untuk
penglokasian anggarannya”.
Dengan demikian penulis mengemukakan bahwa diserahkan atau
disetujuinya suatu urusan pemerintahan kepada desa tetap
pelaksanaannya ditentukan oleh 2 (dua) lembaga yaitu eksekutif dalam
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hal ini pemerintah kabupaten sebagai perencana dan pelaksana
anggaran, dan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
pemegang kuasa persetujuan pemakaian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa mekanisme penyerahan urusan pemerintahan
Kabupaten kepada Desa dan Pelaksanaan Peraturan Desa Malangke
Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke
Timur Kabupaten Luwu Utara adalah desa menyampaikan program-
program yang perlu dilaksanakan di desanya kepada pemerintah
Kabupaten yang telah ditampung sebelumnya oleh pemerintah desa
melalui MusrembangDes (Musyawarah pembangunan Desa) yang
dibahas bersama dengan masyarakat desa yang terdiri dari tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, bidan desa, dan kelompok
masyarakat lainnya. Kemudian usulan-usulan masyarakat diserahkan ke
Kecamatan dan diadakan lagi Musrembang ditingkat Kecamatan. Dan
juga ditampung dan dikelompokkan lagi berdasarkan skala proritas.
Selanjutnya pemerintah kabupaten melakukan pengkajian terhadap
usulan-usulan pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan program
pemerintah kabupaten dan akhirnya pelaksanaanya ditentukan oleh
pemerintah kabupaten dalam hal ini lembaga eksekutif bersama dengan
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Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) lembaga legislatif untuk
disetujui.
BAB V
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis dapat menarik
kesimpulan adalah sebagai berikut :
1. Substansi Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013 Tentang
APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur Sejalan dengan
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Luwu Utara masih
perlu adanya ketegasan dan kejelasan antara lain :
a. Materi Muatan Peraturan Desa nya
Perencanaan penyusunan peraturan desa yang berdasarkan
kebutuhan nyata, baik berdasarkan perintah perundang-undangan
yang lebih tinggi, perlunya kajian yang dibutuhkan dalam hal
peraturan desa tertentu seperti pembentukan dusun.
b. Mekanisme pembahasan, hak BPD dan Kepala Desa, bisa menjadi
acuan Peraturan Tata Tertib Pembahasan di BPD.
c. Mekanisme pengawasan preventif dan represif, dalam hal ini
Peraturan Daerah perlu menegaskan dan pendelegasian
pengawasan kepada camat atau setidaknya instansi yang bertugas
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melakukan pengawasan Peraturan Desa di Pemerintah Kabupaten,
bagaimana dengan peranan bagian hukum di kabupaten dapat
mengajukan keberatan terhadap Peraturan Desa oleh masyarakat
dan juga dapat melakukan pembatalan Peraturan Desa.
d. Mekanisme partisipasi masyarakat, bukan sekedar norma umum.
2. Pelaksanaan Peraturan Desa Malangke Nomor 01 Tahun 2013
Tentang APBDes Malangke Kecamatan Malangke Timur Kabupaten
Luwu Utara sesuai dengan mekanisme penyerahan urusan
pemerintahan Kabupaten kepada Desa. Dimana desa menyampaikan
program-program yang perlu dilaksanakan di desanya kepada
pemerintah Kabupaten yang telah ditampung sebelumnya oleh
pemerintah desa melalui MusrembangDes (Musyawarah pembangunan
Desa) yang dibahas bersama dengan masyarakat desa yang terdiri dari
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan kelompok
masyarakat lainnya. Kemudian usulan-usulan masyarakat diserahkan
ke Kecamatan dan diadakan lagi Musrembang ditingkat Kecamatan.
Dan juga ditampung dan dikelompokkan lagi berdasarkan skala
proritas. Selanjutnya pemerintah kabupaten melakukan pengkajian
terhadap usulan-usulan pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan
program pemerintah kabupaten dan akhirnya pelaksanaanya ditentukan
oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini lembaga eksekutif bersama
dengan Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) lembaga legislatif
sebagai pemegang kuasa persetujuan pemakaian Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) untuk disetujui.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat ditarik dalam penulisan skripsi/karya
ilmiah ini adalah sebagai berikut :
1. Diharapkan bahwa Pemerintah kabupaten perlu mengkoordinasikan
atau men-super visi Pemerintah Desa terkait isi substansi Peraturan
Desa mengenai APBDes, sehingga tidak memicu polemik/kontroversi
dengan mempertimbangkan masukan dari pihak masyarakat dan pihak
yang terkait lainnya.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPRD) melakukan kordinasi dan penjelasan mengenai mekanisme
pelaksanaan peraturan desa nya kepada Pemerintahan Desa tentang
pemberian dan kegunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).
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